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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji masalah pengakuan anak akibat hamil luar nikah.
Status anak luar nikah, yang nofabene hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya, sudah tentu akan menimbulkan persoalan. Apakah anak yang demikian tidak
mempunyai hak untuk mempunyai ayah, padahal laki-laki yang membenihkannya
sudah teridentifikasi. Disisi lain seorang anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa
orang tuanya. Sebaliknya, apakah seorang laki-laki tidak berhak untuk memiliki anak
hasil benihnya meskipun dari hubungan luar nikah. Persoalannya, bagaimana kalau
ayah ingin mengakui anak tersebut sebagai anaknya? Karena secara biologis memang
anaknya. Atau setelah anak lahir kemudian ayah dan ibunya nikah, apakah mungkin
anak tersebut dihubungkan kepada ayah biologis tersebut?

Pengertian anak luar nikah dalam hukum Islam, berbeda dengan pengertian
anak luar nikah dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata (BW) hanya terbatas
hubungan seksual di luar nikah bagi mereka yang telah nikah saja, dan dapat
dilakukan pengakuan, atau pengesahan dari kedua orangtuanya. Namun, dalam
hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam
pernikahan yang tidak sah, secara hukum berakibat tidak mempunyai hubungan nasab,
tidak berhak diwali’i oleh hakim, tidak dapat mewarisi apapun dengan ayahnya,
ataupun dengan kerabat ayahnya. Walaupun ayahnya itu mengakui ataupun
mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anak kandungnya sendiri,
disebabkan ayahnya telah mencampuri ibunya secara tidak sah. Nasab anak ini hanya
dihubungkan kepada ibu dan kerabat ibunya saja, maka yang berkewajiban mengasuh,
memelihara dan melindungi anak ini adalah tugas ibu dan kerabat ibunya.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan, diketahui bahwa dalam
putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006 No.: 408/Pdt.G/2006/Pa. Smn,
seorang anak yang lahir dari hubungan luar nikah dapat diakui sebagai anak yang sah
oleh ayah biologisnya. Hal ini menjadi sebuah perkara yang cukup mengundang
polemik karena penyusun merujuk pada hukum Islam bukan pada hukum perdata.
Sehingga hal ini sangat relevan untuk dikaji. Tujuan skripsi ini adalah mengetahui
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengakuan ayah biologis terhadap
anak luar nikah.

Penelitian ini adalah field research dengan menggunakan tekhnik kualitatif
mengumpulkan data secara langsung dilapangan berupa dokumen-dokumen putusan
atau penetapan serta data kasus mengenai pengakuan anak luar nikah di PA Sleman.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan normatif dan
yuridis, yakni melihat apakah putusan PA Sleman ini telah sesuai dengan kaidah
Hukum Islam dan perundang-undangan yang ada atau belum.

Majelis hakim memutuskan pengakuan anak tersebut karena tidak ada hukum
secara tegas, namun dalam Pasal 53 KHI yang melegalkan pelaksanaan nikah hamil
yang berlandaskan pada surat An-Nur ayat 3 dan perspektif Imam mazhab yang
membolehkan pengakuan anak luar nikah sebelum maupun setelah pernikahan dengan
pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan anak, kesucian anak ketika lahir di
dunia, hak-hak anak, menghindari tuna wisma, anak dibawah umur. dan kaidah figh
(tasarrafu al-imam ‘ala ar-ra’iyyah maniitun bi al-maslahah). Putusan tersebut
semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak, sehingga ayah atau
ibunya mampu memberikan perawatan, pendidikan dan penghidupan kepada anak.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan impian setiap insan yang telah dewasa. Karena
dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka terbentuklah lembaga rumah
tangga atau keluarga yang akan menjadi titik tolak tercapainya kebahagiaan dan
kenikmatan hidup. Di antara kebahagiaan rumah tangga adalah hadirnya seorang
anak yang diharapkan dapat melanjutkan keturunan dan mewujudkan cita-cita
kedua orang tua. Untuk memperoleh anak yang sah, manusia diperintahkan
membentuk rumah tangga melalui proses akad nikah dengan aturan yang telah

ditentukan.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan
ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya status anak yang lahir
di luar pernikahan sah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, melainkan

sebagai anak zina. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Anak luar nikah menjadi masalah mengenai eksistensinya di dunia karena
tidak adanya perwalian secara langsung kepada ayah biologisnya dan lebih
cenderung menjadi anak yang terlantar dan disia-siakan oleh orang tuanya
maupun masyarakat di sekitarnya. Hal ini juga disebabkan, laki-laki yang
menyebabkan lahirnya anak tersebut tidak bertanggung jawab akan terpenuhinya
hak-hak anak sehingga masa depannya tidak terjamin. Padahal anak yang
dilahirkan lvar nikah pun membutuhkan hak-haknya, seperti mengetahui orang

tuanya dan lain-lain.



Di antara Hak-hak anak tersebut adalah:’

1. Mengetahui orang tuanya. Hal ini penting karena kejelasan nasab sangat
mempengaruhi perkembangan pada masa depannya.

2. Bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasannya.

3. Mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

Salah satu hak anak yang terpenting adalah mengetahui nasabnya, karena
dengan nasab akan dapat mengetahui hubungan kekeluargaan berdasarkan
kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.
Misalnya; seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah
bagian dari kakeknya.’®

Terkait masalah nasab diatas, menjadi pertanyaan apakah anak yang di
lahirkan dari seorang wanita yang hamil di luar nikah itu mempunyai hubungan
pertalian darah (nasab) dengan ayah biologisnya dan ibunya atau hanya dengan

ibunya saja?

Menurut perspektif hukum Islam, status nasab anak luar nikah terbagi

menjadi dua kategori: *

" Pasal 56 ayat (1) dan pasal 61 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo
Pasal 7 ayat (1) dan pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

* Al-Ahzab (37): 5.

* Muhammad Saifullah dkk (ed.), Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, cet. Ke-
1(Yogyakarta: UII Pres, 2005), him. 106.

* Pasal 99 dan 100 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



1. Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual pra-nikah, namun dilahirkan
dalam pernikahan yang sah. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i,
anak yang lahir setelah enam bulan usia pernikahan ibu-ayahnya, maka
dinasabkan kepada ayahnya (anak sah). Jika anak dilahirkan sebelum enam
bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya (anak luar nikah).

Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, anak luar nikah tetap
dinasabkan kepada ayah biologisnya sebagai anak sah.

2. Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual dan dilahirkan di luar pernikahan
yang sah. Dalam hal ini, maka para ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan kata
lain, anak tersebut statusnya sama dengan anak zina dan anak 1i’an.

Akibat hukumnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab
dengan ayahnya, tidak bisa saling mewarisi dan kalau anak tersebut
perempuan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh ayahnya.
Status kedudukan anak luar nikah, ada empat pandangan hukum yang
berkembang, yaitu :

1. KUH Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan disebut natuurlijk kind.

Anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.’

2. UU No.1 tahun 1974, akan tetapi apabila sampai anak lahir si ibu belum

menikah, maka status anak tersebut bukan sebagai anak sah. Terhadap anak yang

* Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1996), him.49.



demikian menurut UU No.l tahun 1974 hanya mempunyai hubungan
keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.’

3. KHI, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah
atau akibat hubungan yang tidak sah.’

4. Hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah disebut anak tabi’y anak itu secara
hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.®

Berdasarkan pandangan hukum di atas, mengetahui orang tua atau asal
usul anak sangat penting karena untuk mengetahui adanya hubungan nasab
(malram) antara anak dengan ayah atau ibunya yang dapat mempengaruhi
perkembangan nantinya.’

Status anak hasil hubungan luar nikah, yang notabene hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya, sudah tentu akan menimbulkan persoalan.
Apakah anak yang demikian tidak mempunyai hak untuk mempunyai ayah,
padahal laki-laki yang membenihkannya sudah teridentifikasi. Di sisi lain seorang
anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Sebaliknya, apakah
seorang laki-laki tidak berhak untuk memiliki anak hasil benihnya meskipun dari

hubungan luar nikah.

® pasal 43 ayat (1) UU No.! tahun 1974 tentang Perkawinan.
7 Pasal 100 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

8 Wahbah Az-Zuhaili, AI-F igh Al-Islam, wa Adillatuh, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), VII: him.689.

® Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), him. 276.



Persoalannya, bagaimana kalau ayah ingin mengakui anak tersebut sebagai
anaknya, karena secara biologis memang anaknya. Atau setelah anak lahir
kemudian ayah dan ibunya kawin, apakah mungkin anak tersebut dihubungkan
kepada ayah biologis tersebut mengingat hukum Islam juga mengenal al-ikraru bi
an-nasab yaitu seseorang laki-laki mengaku bahwa anak itu adalah anaknya?

Kalangan ahli hukum Islam masih berbeda pendapat dalam menyikapi
kebolehan menikahi wanita hamil. Akan tetapi mereka sepakat bahwa wanita
hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya seperti yang

ditegaskan dalam firman Allah:
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Namun mereka juga masih berbeda pendapat apabila pernikahan itu
dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ulama Malikiyah, Abu
Yusuf dan Zufar melarang seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang
bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hambal melarang laki-laki
menikahi wanita hamil bila telah mengetahui kehamilannya sampai wanita itu
bertobat. Sementara ulama Syafiiyah dan Hanafiyah membolehkan. Hanya saja,
kalangan Hanafiyah mensyaratkan jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut
bukan pria yang menghamilinya, maka ia dilarang melakukan persetubuhan

dengan wanita itu sampai anak yang dikandungnya lahir. !

1 An-Nar (24): 3.

"' Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII:
148-150.



Adapun mengenai status nasab anak yang dilahirkan dari hasil hubungan
luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya. Karena itu, tanggung jawab atas segala keperluan, baik materiil
maupun spiritual ada di tangan ibu dan keluarga dari ibu. Sedangkan untuk
menetapkan, apakah anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang
menghamilinya atau tidak, para ulama masih berbeda pendapat.

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak yang lahir setelah
enam bulan dari pernikahan ibu-ayahnya dapat dinasabkan kepada ayahnya.'’
Sedangkan bila dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu hanya dapat
dinasabkan kepada ibunya, karena dimungkinkan anak tersebut hasil dari
hubungan dengan laki-laki lain sebelum nikah. Berbeda dengan pendapat Imam
Abu Hanifah yang berpandangan bahwa anak di luar nikah itu tetap dapat
dipertalikan nasabnya kepada ayahnya sebagai anak yang sah."

Tampaknya, perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan dalam
mendefinisikan pernikahan. Imam Abu Hanifah menjadikan akad nikah sebagai
dasar sebuah pernikahan. Sedangkan Imam Malik dan Syafii melihat bahwa
persetubuhanlah yang menjadi dasar pernikahan. Meskipun demikian, mereka
sepakat bahwa masa minimal wanita hamil adalah enam bulan. Pembatasan enam
bulan merujuk pada pengandaian bahwa batas waktu kehamilan minimal enam

bulan.

' Asyari Abd Ghofar, Pandangan Istam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil
(Jakarta: Andes Utama, 1987), hlm. 81.lihat juga M. Ali Hasan, Masail Fighivah Al-Hadisah Pada
Masalah-Masalah kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), him.81.

" Fathur Rahman, /lmu Waris (Bandung: PT al-Maarif, 1992), him. 221.



Dengan melihat realita yang ada, bahwa keberadaan anak luar nikah yang
masih menjadi problem, maka menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali
bagaimana pendapat hakim tentang pengakuan anak luar nikah dalam perspektif
hukum Islam. Sebab secara sosial kehadiran anak luar nikah mendapat respon
yang beragam, seperti anggapan sebagai anak haram, anak zina, bahkan dalam
pergaulan anak luar nikah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di
lingkungannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan ibu hamil di luar
nikah tertulis dalam bab VIII pasal 53. Secara garis besar pasal tersebut
menyatakan bahwa seorang yang hamil luar nikah boleh menikah dengan syarat-
syarat tertentu. Namun, dalam penelitian ini aspek yang menjadi objek penelitian
adalah kasus terjadinya pengakuan ayah biologis terhadap anak yang disebabkan
oleh kehamilan luar nikah.

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan diketahui bahwa
dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2006 No: 408/Pdt.G/2006/Pa.
memutuskan seorang anak lahir dari hubungan luar nikah, selama kurun waktu
satu tahun sepanjang tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan
sebuah perkara yang cukup mengundang polemik, yaitu pengakuan ayah biologis
terhadap anak luar nikah. Ketetapan tersebut tertuang.

Penyusun tertarik untuk membahas perkara ini di antaranya adalah untuk
mengetahui alasan-alasan yang diambil PA Sleman serta dasar-dasar yang
dijadikan bahan rujukannya dalam memutus perkara tersebut. Selain itu juga

untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim-hakim di PA Sleman dalam



memutuskan pengakuan anak luar nikah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
UU Perkawinan dan Hukum Islam atau ada unsur lain yang menjadi dasar
pertimbangan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, terlepas dari perbedaan
tentang konsep pengakuan anak luar nikah, dalam skripsi ini penyusun lebih
merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang pernikahan No. 1
tahun 1974 dalam membahas anak luar nikah, bukan dalam ketentuan BW.!
Sehingga, menjadi sangat relevan untuk diteliti, bagaimana status hukum
pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah, mengingat dalam hukum Islam
tidak dikenal adanya pengakuan dan pengesahan anak luar nikah.

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Pengadilan
Agama Sleman. Penyusun memilih tempat ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa kasus pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah pernah muncul di
sana. Di samping itu, tersedianya data yang diperlukan untuk melakukan

penelitian ini lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah
dalam penelitian ini adalah:

Apa yang menjadi dasar hukum atau pertimbangan Hakim PA Sleman

dalam memutuskan perkara pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah?

" J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), him. 137.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan hakim PA Sleman dalam memberikan keputusan
pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah.

Sedangkan kegunaan penelitian antara lain:

1. Untuk menambah wawasan penyusun dan pembaca dalam bidang figih
khususnya dalam masalah anak luar nikah.

2. Untuk memberikan masukan pada Pengadilan Agama sebagai lembaga
pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan
dengan masalah pengakuan anak Iuar nikah.

C. Telaah Pustaka

Berdasarkan penulusuran penyusun, ada beberapa tulisan yang telah
membahas tentang pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah.

Abu Zahrah dalam kitab al-Aawal al-Syakhsiyyah membahas tentang hak
anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan
berkembang secara schat dan wajar schingga dapat melahirkan pula generasi
yang baik dan berkualitas bagi masa depan bangsa dan negara.'’

Kemudian buku Pokok-pokok Hukum Perdata karya R. Subekti dan buku
Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama karya Abdul Manan
dan M. Fauzan juga telah membahas tentang anak Iuar nikah. Dalam dua buku
tersebut pembahasan tentang anak Iuar nikah masih seputar status keabsahan anak,

sedangkan yang berkaitan dengan pengakuan anak luar nikah belum dijelaskan

' Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal asy- Syakhsiyyah (Kairo: Dar Al-Fikr, 1957), hlm.
451-471.
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Manusia yang lahir di dunia pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah

yang suci (fitrah) dan mempunyai hak hidup dan hak asasi yang sama tanpa
memandang background kedua orang tuanya. Sehingga anak tersebut tidak bisa
dipersalahkan. Kesalahan tersebut hanya patut dibebankan kepada orang tuanya

yang telah melanggar norma agama. Hal ini sebagaimana firman Allah:*

......... Sl 1335l 35 Yy Ll Ml s Jm S5 s

Anak menurut pengertian bahasa adalah keturunan dari hasil hubungan
antara pria dan wanita. Sedangkan istilah anak Adam membawa arti umum, yaitu
seluruh manusia yang lahir dari pernikahan. Kata anak dipakai secara umum baik
untuk manusia maupun binatang. Terkecuali untuk tumbuh-tumbuhan, kata anak
dipakai dalam pengertian yang bersifat fuguratif/ majasi >

Anak sebagai manifestasi dari rasa cinta, senang dan kasih sayang antara
pria dan wanita akan menjadi masalah bagi kedua belah pihak bila tidak melalui
jalur yang digariskan oleh agama, yang kemudian status (kewalian) nasabnya

menjadi tidak jelas. Dalam Ensiklopedi Islam nasab anak adalah pertalian

* Fatir (35):18.
2 Al-An’am (6): 164.

* Fuad Moch.Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu
Jaya, 1991), him. 33.
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kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah.”’
Kemudian dari pengertian ini dapat difahami bahwa adanya hubungan nasab
antara anak dengan ayahnya harus memenuhi dua syarat:®
1. Hubungan darah
2. Hubungan pernikahan
Sebagian ulama menafsirkan nasab adalah hubungan kekerabatan secara
hukum. Ini adalah kata ganti dari pengertian anak sah yang terdapat dalam
literatur fikih, karena tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan
dengan anak sah dalam fikih Islam.” Bagaimanapun juga anak adalah karunia dan
titipan Allah. Kalau kita menggunakan kata anak sah sebagai ganti nasab maka
setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu adalah anak sah, karena ini berlaku
secara alamiah. Sedangkan hubungan nasab anak kepada ayahnya karena melalui
proses pernikahan, maka dikatakan sebagai hubungan hukum.
Dalam menetapkan nasab seseorang terhadap anaknya, ada empat faktor
yang menjadi landasannya:*°
1. Adanya hubungan pernikahan yang sah (firasy sahih). Secara otomatis

melalui hubungan ini, anak yang lahir merupakan anak yang sah,

*” Ridwan Kafrawi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), IV: him.
54.

* Mamed Humaidillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya (Jakarta:
Gema Insani, 2002), him. 43.

* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), him. 276.

0 Azyurmadi Azra (ed), Status Anak Luar Nikah, dalam Panji Masyarakat (Jakarta:
Yayasan Nurul Islam Al-Azhar, 1983), him. 76.
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sehingga tentang hubungan kewalian nasab maupun warisnya tidak
diragukan lagi.

2. Adanya hubungan yang tidak sah (firasy gairu sahih). Hal ini menjadi
persoalan tentang penetapan sebab kehamilan pihak wanita, dari laki-laki
yang mana. Hanya Allahlah yang lebih mengetahui. Dengan demikian,
anak dinasabkan kepada laki-laki yang mempunyai mani.

3. Adanya ikrar (pengakuan). Ini terjadi bila seorang wanita mengaku telah
melahirkan karena pergaulannya dengan saudara sendiri. Dalam kondisi
seperti, anak yang lahir dinasabkan kepada ibunya.

4.  Adanya baiyyinah. Ini terjadi dalam kasus /i'an.

Bahasan tentang nasab dianggap penting dalam Islam karena memiliki
implikasi hukum terhadap aspek lain, di antaranya; hak warisan, kewalian dan
hubungan musaharah. Oleh karenanya, hubungan nasab perlu dipastikan. Seperti
anak luar nikah tidak bisa mewarisi ayahnya, karena status hukumnya tidak ada
hubungan nasab di antara mereka dan anak luar nikah hanya memiliki hak waris-
mewarisi dengan keluarga dari pihak ibunya saja.>’ Nasab pun juga dapat
ditetapkan dengan pengakuan dan pembuktian. Adapun pengakuan keturunan ada
dua macam:

1. Pengakuan nasab yang dilakukan oleh pihak yang mengakui (ayahnya)

lebih dahulu baru kemudian oleh pihak yang lainnya, sehingga yang diakui

menjadi saudara bagi anak-anak dari pihak yang mengakui, menjadi cucu

bagi ayah mereka dan anak saudara bagi saudara-saudaranya.

3! Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, cet ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 540.
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Adapun untuk sahnya pengakuan nasab ini ada beberapa syarat yang
harus terpenuhi, antara lain:

a. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya, dan apabila telah diakui
maka pengakuan tersebut tidak berlaku.

b. Ketentuan menasabkan anak tersebut kepada yang mengakui merupakan
hal yang mungkin. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan umur kedua
belah pihak.

¢. Anak yang diakui membenarkan pengakuan ayah yang mengakuinya.

2. Pengakuan nasab terhadap orang yang diakui dilakukan oleh orang lain
terlebih dahulu, seperti pengakuan seseorang bahwa si Fulan itu adalah
saudaranya. Namun hal ini perlu diteliti kebenarannya lebih dahulu agar
nantinya ia benar-benar menjadi saudara bagi yang mengakui dan seluruh
saudaranya yang lain.

Islam memiliki kepentingan hukum untuk menentukan hubungan nasab

manusia. Karena itu, Islam membagi anak dalam dua kategori:

1. Anak syar7, yaitu karena agama menetapkan adanya hubungan nasab
secara hukum dengan orang tua laki-lakinya. Yang termasuk anak syar7,
adalah:*?

a. Anak yang dilahirkan suami-istri dari pernikahan yang sah.
b. Anak yang dilahirkan suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang
fasid sebelum dinyatakan kefasidannya.

¢. Anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat.

%2 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islam, him. 689.
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2. Anak fabii, karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki
hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya. Dalam hal ini termasuk
anak fabil, (anak luar nikah) adalah selain tiga kategori anak syar 7
Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang
melahirkannya berdasarkan keumuman hadis al-waladu li al-firasy. Namun
demikian, syaridh wad'i dalam rangka mewujudkan tatanan sosial yang mantap
(al-‘adalah al-ijtimaiyyah) membuka jalan bagi anak luar nikah untuk diberikan
pengakuan yang biasa disebut dengan al-igrar bi an-nasab, yaitu seorang laki-laki
mengaku bahwa anak itu adalah anaknya dan ia adalah ayah dari anak itu. Maka
terwujudlah hubungan nasab antara ayah dan anak dengan syarat bahwa yang
mengaku itu adalah orang laki-laki yang cakap bertindak hukum (mukallaf),
pengakuan itu bisa dibenarkan oleh akal sehat, dan syari’ah wad’i menetapkan
adanya hubungan nasab antara orang yang mengakui dengan anak yang
diakuinya.™
Setidaknya ada tiga macam status anak luar nikah, yakni; sebagai anak
alami, anak sumbang dan anak zina (ketiga macam anak tersebut dalam hukum
Islam adalah anak luar nikah). Anak alami dapat diakui sebagai anak yang sah
oleh ayahnya atau ibunya, sedangkan anak sumbang dan anak zina tidak dapat
diakui. Anak sumbang dan anak zina kemudian akan menjadi sah menurut
ketentuan undang-undang apabila kedua orang tuanya sebelum nikah telah

mengakuinya atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan sendiri.

* Imron Rosyadi, ”Anak Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum
Islam,” dalam Mimbar Hukum, No. 19, tahun VI (Maret-April 2002), him. 45.
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Status hukum anak yang lahir luar nikah cukup menimbulkan
problematika tersendiri, khususnya mencakup wilayah keadilan di tengah-tengah
kehidupan sosial yang penuh dinamika. Maka di sini hukum dituntut dapat
menyesuaikan dan mencerminkan kesadaran yang ada dalam masyarakat.

Penguasa tidak boleh memberlakukan apalagi memaksakan ajaran yang
tidak sejalan dengan kesadaran hukum tersebut’® dan juga aspek kehidupan
apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat ‘ubudiyah
murni), melainkan harus menyikapi dengan menitik-beratkan kemaslahatan
sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan menjaga stabilitas kemaslahatan ini
tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka permasalahan aktual yang berkembang pun juga harus disikapi
dengan bijak. Bila tidak, maka akan berakibat semakin radikalnya orang dalam
bertindak di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kalau ada fikih klasik
vang tidak relevan atau tidak berpihak pada keadilan, maka harus dibuat fikih
baru. Karena pada dasarnya fikih itu adalah sebuah bentuk ijtihad yang bisa
diperbarui kembali.

Kedudukan hukum dalam Islam sebenarnya untuk kepentingan manusia
atau masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, hukum tidak bisa dilepaskan dari
dinamika dan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Kebijakan

hukum dapat berubah disebabkan karena berubahnya waktu, kondisi dan tempat.

** Soekanto Soejono, Perspektif Teori Studi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali,
1985), him. 8.
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Menetapkan suatu kebijakan hukum dengan pertimbangan sesuatu yang
dianggap baik secara akal maupun ‘urf pada umumnya adalah sah-sah saja selama
tidak keluar pada garis-garis aturan agama yang utama (Al-Qur'an dan Hadis).

Landasan teori yang penyusun bangun dalam skripsi ini adalah teori
istihsan. Istibsan menurut Imam al-Sarakhsi berarti meninggalkan giyas dan
mengamalkan yang lebih kuat, karena adanya dalil yang menghendakinya serta

lebih sesuai dengan kemaslahatan ummat manusia.>

E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian studi kasus
yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi penelitian adalah
Pengadilan Agama Sleman.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah diskriptik-analitik, yaitu
mendiskripsikan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk
menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan.*®
3. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan

mendasari pada hukum positif yakni Kompilasi Hukum Islam

3 Nasrun Haroen, Ushul Fi igh I (Jakarta: Logos Wacana [Imu,1997), him. 103.

* Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian {imiah (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139,
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b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang di dasarkan pada teks-teks
Al-Qur'an dan Hadis, kaidah usul serta pendapat hakim yang berkaitan
dengan masalah yang penyusun teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan

melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.
Dalam hal ini, penyusun akan mengadakan wawancara secara langsung
kepada hakim yang memberi putusan pada kasus tersebut.

b. Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data
dengan menulusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara
pengakuan anak yang terdapat di PA Sleman.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis data
kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisis yang digambarkan dengan kata-
kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan
kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan metode deduktif.>’

Cara berpikir deduktif adalah berangkat dari pengetahuan yang sifatnya
umum dan bertitik-tolak pada pengetahuan yang umum itu, kemudian menilai
kejadian yang sifatnya khusus.*® Prinsip yang ada dalam berfikir deduktif adalah

apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis,

7 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Aptik kerjasama dengan
PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 99.

¥ Ibid., him. 42.
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berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam
kelas atau jenis itu.”

Metode deduktif tersebut dipergunakan untuk menganalisis masalah yang
berkaitan dengan anak luar nikah secara umum yang kemudian ditarik pada
persoalan pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah dan selanjutnya
dipergunakan untuk menjelaskan pengakuan anak luar nikah secara umum, dan
terakhir ditarik pada persoalan pengakuan ayah biologis terhadap anak luar nikah
berdasarkan putusan hakim dalam perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta
mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun menggunakan sistematika
pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola
dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas
dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang
menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya
pokok masalah; yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar
belakang. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu; merupakan deskripsi
yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti dan dalam kegunaan penyusun bagi
menjadi dua bagian yaitu kegunaan yang bersifat ilmiah dan yang bersifat praktis.
Telaah pustaka menempati urutan selanjuinya merupakan uraian tentang intisari

penelaahan suatu buku tertentu yang akan menjadi contoh utama yang secara

% Ibid., him. 36.
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umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan
kerangka teoretik, yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri
pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari
langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada
metode penelitian.

Selanjutnya adalah bab kedua merupakan obyek yang dibahas, sebelum
pembahasan tentang Putusan Pengadilan Agama maka penyusun terlebih dahulu
membahas tentang pengakuan anak luar nikah, yang berisi pengertian anak luar
nikah, kedudukan anak Iuar nikah, kriteria dan hak anak luar nikah

Kemudian meliputi kompetensi lembaga Peradilan Agama yang berisi
kompetensi absolut, kompetensi relatif serta kompetensi seputar anak luar nikah.
Gambaran umum obyek pembahasan tersebut, dikaitkan dengan kondisi obyektif
penelitian sebagai bab ketiga, yaitu deskripsi tentang putusan Pengadilan Agama
Sleman tentang pengakuan anak luar nikah. Dasar hukum putusan hakim, alasan
dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan serta penyelesaian perkara
pengakuan anak luar nikah.

Selanjutnya analisis terhadap kondisi obyektif penelitian yang telah
dipaparkan pada bab tiga, adalah sebagai bab keempat yang meliputi analisis
terhadap kompetensi Pengadilan Agama baik absolut maupun relatif, analisis
terhadap dasar hukum, analisis terhadap alasan dan pertimbangan hakim dalam

pengambilan hukum serta analisis terhadap penyelesaian perkara.
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Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada bab kelima yaitu penutup,
yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-

saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai Pengakuan
Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Putusan Pokok Perkara Nomor:
408/Pdt.G/2006/PA.Smn), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana
berikut:

Hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan pengakuan anak luar
nikah dan pelaksanaan nikah hamil (studi putusan nomor: 408Pdt.G/2004/PA.Smn)
dengan pertimbangan adanya kemaslahatan dan menyandarkan argumentasinya
pada realita yang ada. Hal lain yang mendorong hakim dalam melegalkan
pengakuan anak luar nikah adalah berpedoman pada hukum positif, yaitu Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melegalkan pelaksanaan nikah hamil.
Tersebut dalam pasal itu bahwa pelaksanaan nikah hamil dilegalkan berdasarkan
pada pernyataan Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 3.

Sedangkan dalam perspektif fikih pengakuan terhadap anak luar nikah
sebelum maupun setelah pernikahan dengan pertimbangan perlindungan dan

kesejahteraan mereka. Konklusi ini didasarkan pada salah satu kaedah fikih,

Aaall dsbiadll oy SSall

Pengakuan yang kemudian diikuti pernikahan (sebelum atau setelah

kelahiran anak) bukan dimaksudkan untuk menghina atau melecehkan lembaga

113
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pernikahan yang agung dan suci, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan bagi
anak, yaitu perlindungan terhadap hak-hak mereka dan masa depannya.
B. Saran

Penyusun skripsi ini, memberi sedikit saran kepada para pembaca dan

khususnya kepada intansi pemerintah terkait antara lain:

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan persoalan pengakuan anak yang terjadi
akibat hamil luar nikah, tidak secara merta memberikan kepada ayah meskipun
ibunya sepakat. Dan dalam hukum positif yang berlaku di Peradilan Agama,
penyusun menyarankan supaya “pengakuan anak” di tuangkan segera dan secara
tegas dalam bentuk perundang-undangan, demi memberikan perlindungan dan
menjaga kepentingan anak telah terjadi proses pembuahannya di luar nikah.
Sehinggga hal ini akan bisa juga disalah fungsikan oleh sebagian masyarakat,
terutama bagi mereka yang imannya tipis dan kurang kesadaran keberagamannya
untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah.

2. Diharapkan kepada hakim di dalam memutus suatu perkara lebih
menggunakan hukum Islam secara khusus, karena Pengadilan Agama merupakan
Pengadilan Islam yang berada di Indonesia. Dan juga lebih spesifik dalam

mengambil dasar hukum suatu putusan.
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